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Abstrak 

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna 

Barat dengan rumusan masalah bagaimana penerapan nilai impersonal dalam pelayanan publik pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bertujuan untuk mengetahui dan 
mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data 

wawancara dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian diperoleh prinsip-prinsip etika yang terdiri dari jujur, integritas, memegang 
janji, setia, adil, perhatian, hormat, kewarganegaraan kaum profesional, keunggulan, akuntabilitas 

dan menjaga kepercayaan publik merupakan nilai yang dicerminkan dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi publik oleh para aparatur yang ada pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Muna Barat dengan berperilaku baik sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

lancar sampai selesai. Prinsip-prinsip etika menunjukkan sikap perilaku pegawai aparatur dalam 

bekerja dan melalui nilai ini seorang aparatur dapat mengetahui kualitas sumber daya diri sendiri 

dari penilaian atasan dan rekan sekerja dalam pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan 
secara efektif, sederhana, jelas dan pasti, terbuka, repsonsif dan adatif. 

 

Kata Kunci: Penerapan; Etika Pelayanan Publik 

 

Abstract 

Research conducted at the Population and Civil Registration Service of West Muna Regency 
with the problem formulation of how to apply impersonal values in public services at the Population 

and Civil Registration Service of West Muna Regency, aims to find out and examine the application 

of ethical principles in public services at the Population and Registration Service West Muna 

Regency Civil Service. The data used in the research is interview data and analyzed using 
qualitative descriptive analysis. 

The research results showed that ethical principles consisting of honesty, integrity, keeping 

promises, loyalty, fairness, attention, respect, professional citizenship, excellence, accountability 
and maintaining public trust are values that are reflected in the implementation of public 

administration services by existing officials. at the West Muna Regency Population and Civil 

Registry Service office by behaving well so that the work can be carried out smoothly until 
completion. Ethical principles indicate the behavioral attitudes of civil servants at work and through 

these values an officer can know the quality of his own resources from the assessment of superiors 

and co-workers in public services to the community which are carried out effectively, simply, clearly 

and surely, openly, responsively and adaptive. 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna 

Barat masih cendrung kepada pendekatan personal. Hal ini dapat dilihat: pertama, lemahnya 

penerapan nilai impersonal dalam pelayanan, yang terindikasi dari adanya tindakan-

tindakan yang menyimpang dalam memberikan pelayanan. Beberapa oknum  aparat 

kadang-kadang menawarkan diri sebagai biro jasa atau calo yang mengarah kepada tindakan 

terjadinya korupsi; kedua, rendahnya kesadaran aparat birokrasi akan tanggung jawab dan 

disiplin dalam proses pelayanan, dan masih adanya tindakan diskriminasi pelayanan yang 

mengarah pada unsur nepotisme. Fenomena lainnya yaitu terkait nilai impersonal adalah 

perilaku aparatur dalam pelayanan publik masih sangat jauh dari yang diharapkan, atinya 

bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pada kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat  masih mengharapkan balas jasa, adanya 

penyalahgunaan wewenang, menghi.ndar dari tanggung jawab, pelanggaran terhadap aturan 

yang ditetapkan, dan munculnya diskriminasi dalam pelayanan diantaranya:  1) dalam 

penyelesaian pelayanan KTP dimana secara ideal selesai dalam 1-3 hari, namun dalam 

kenyataannya seringkali terlambat sampai beberapa hari; 2) dalam penyediaan pelayanan 

seringkali tidak akurat (tidak tepat), misalnya kesalahan penulisan data dalam Kartu 

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) mendahulukan keluarga dan teman 

serta pejabat walaupun urutan permohonannya datang belakangan; 4) cara kerja aparat di 

organisasi tersebut masih cenderung reaktif, yakni merespons permintaan pelayanan saja. 

Pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat 

masih terkesan kurang efektif, rumit, tidak jelas, tertutup, tidak respon dan tidak adaptif 

terhadap kebutuhan publik dan mengakibatkan masyarakat menjadi tidak puas dengan 

pelayanan yang diberikan tersebut, selain itu aparat masih kurang proaktif dalam mencoba 

mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan kerja yang terkait atau termasuk dalam 

tugas pokok dan fungsinya, misalnya dalam perubahan-perubahan dalam struktur 

keanggotaan rumah ta.ngga tidak diidentifikasi secara cepat sehingga menimbulkan 

kegandaan data KK. Pencatatan atas peristiwa perkawinan belum diikuti dengan pembuatan 

KK baru sehingga anggota rumah tangga tertentu yang telah menikah masih tetap tercatat 

pada KK yang lama sehingga berpotensi menimbulkan kegandaan data penduduk yang 

dapat disalahgunakan untuk berbagai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.  

Umumnya masyarakat di Kabupaten Muna Barat menggunakan jasa layanan publik 

sesuai kebutuhannya, namun ada sebagian masyarakat yang menyogok petugas agar 

dilayani dengan cepat tanpa memperhatikan aturan yang ada, selain itu ada yang 
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menggunakan jasa calo dan berbagai modus lainnya untuk dapat memanfaatkan layanan 

publik dengan cepat tanpa melihat aturan yang ditetapkan. Hal seperti ini menimbulkan 

kesenjangan dalam pelaksanaan pekerjaan dimana nilai Impersonal tidak berfungsi dengan 

baik. Akibat adanya perilaku masyarakat yang demikian juga membuat hubungan atasan 

dengan bawahan menjadi tegang dan renggang karena ada yang sengaja menyalahgunakan 

wewenang untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu dalam pelayanan publik. 

Selain itu hubungan antara sesama pegawai menjadi kontrapoduktif dan pelayanan menjadi 

tidak efektif. 

Upaya untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien terus ditingkatkan  

walaupaun dalam situasi seperti di atas, amatlah sulit mengharapkan pejabat birokrasi untuk 

mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sementara resiko dari kreativitas dan inovasi justru cukup besar. Karenanya, para pejabat 

birokrasi cenderung akan melayani pengguna jasa sesuai dengan prosedur yang ada 

kendatipun mereka sadar bahwa prosedur itu sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan 

situasi yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan, ketika penggunaan prosedur itu 

merugikan masyarakat pengguna jasa amat sulit mengharapkan para pejabat birokrasi mau 

melanggar prosedur demi memuaskan kepentingan masyarakat. Kondisi seperti ini yang 

membuat masyarakat kecewa terhadap pelayanan publik. Bahkan, tidak jarang konflik yang 

terjadi antara masyarakat dengan birokrasi karena orientasi yang berlebihan terhadap 

peraturan dan prosedur. Untuk itu, peneliti sangat tertarik dalam mengangkat masalah ini, di 

samping karena menyangkut persoalan manusia yang  merupakan unsur utama dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, maupun penikmat hasil-hasil pembangunan, juga dalam kaitan 

dengan persoalan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan merupakan tanggung 

jawab moral yang diberikan oleh aparat pelaksana di lapangan. 

Pelayanan dari para aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna Barat tentulah sangat diharapkan dapat dilaksanakan secara nyata sehingga tertib 

administrasi kependudukan dapat terwujud secara efektif dan efesien dengan tidak 

mengabaikan nilai impersonal birokrasi itu sendiri. Dengan demikian maka judul yang 

terbentuk dalam penelitian ini adalah “Penerapan Nilai Impersonal dalam Pelayanan Publik 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat”. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang 

ingin dikaji adalah: bagaimana penerapan nilai impersonal dalam pelayanan publik pada 

Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat? Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan nilai 
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impersonal dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muna Barat. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Muna Barat dengan pertimbangan bahwa pada instansi tersebut terdapat 

fenomena terkait buruknya penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik yang 

menyebabkan kurang efisiennya kerja pegawai pada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini menurut 

Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Moleong (2006) didefinisikan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian 

dari sesuatu keutuhan. Sehingga metodologi kualitatif dalam penelitian ini digunakan 

dengan maksud agar dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai sejauhmana 

pendekatan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. 

Fokus penelitian ini mencakup dua hal utama yaitu : membahas pendekatan prinsip-

prinsip etika dalam pelayanan publik serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Fokus 

penelitian ini adalah menyangkut pendekatan prinsip-prinsip etika dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendekatan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. 

Informaan adalah orang yang memberi informasi atau keterangan melalui 

wawancara sehubungan dengan tujuan penelitian (Faisal, 2001: 6). Adapun informan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang, yaitu sebaga berikut: Pengumpulan data dilakukan 

Secara umum teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi 3 (tiga) bentuk yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan persentase, maka teknis analisis data dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan secara terperinci dan menyeluruh tentang fenomena yang 

diteliti sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Prinsip-Prinsip Etika Dalam Pelayanan Publik 

Prinsip-prinsip etika dalam penelitian ini menunjukkan sikap dan perilaku yang ada 

pada setiap aparatur. Prinsip-prinsip etika dalam diri setiap pegawai berbeda-beda antara 

seorang aparatur yang satu dengan yang lainnya sehingga prinsip-prinsip etika menjadi 

penting untuk dapat menyelenggaraakan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat.  

1. Jujur 

Kejujuran dalam penelitian ini merupakan prinsip etika yang mengisyaratkan 

kepada aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MUNA BARAT 

untuktidakberbohong, tidak menipu,mencuri, curang, dan berbelit-belit. sikap yang 

jujur dalam bekerja dan mengharapkan setiap aparatur untuk melaksanakan pekerjaan 

dan melayani dengan jujur dan tidak berbohong, sehingga dengan demikian pekerjaan 

dapat dilaksanakan dengan baik. Integritas Integritas menunjukkan sikap kepribadian 

aparatur yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik.  

2. Memegang janji  

Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat 

memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak 

menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak atau atas dasar pemikiran sendiri. Janji 

sebagai pelayan masyarakat dan sebagai abdi negara, setiap aparatur berkomitmen 

melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya walaupun ada sebagian di antara 

mereka yang tidak memegang janji dan mematuhi janjinya. Pegawai bekerja melalu 

proses pencatatan dengan tujuan untuk memudahkan dalam menepati janjinya. Sikap 

seorang pemimpin harus memgang janji bukan inkar janji atau lupa akan janjinya 

sendiri. Cara efektif yang dilakukan untuk mengingatkan janjinya dengan mencatat dan 

melaksanakan janjinya dalam aktivitas kerja sebagai pemimpin maupun sebagai staf 

aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat.  

3. Setia  

Aparatur yang loyal akan selalu setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik. Kesetiaan sebagai prinsip-prinsip etika dilihat sebagai bentuk kepatuhan 

dan ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungg jawab di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Aparatur setia kepada 

pekerjaan, atasan dan aturan yang ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan 
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di dalam kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat tetapi 

tidak semua aparatur setia kepada pekerjaan, atasan dan peraturan yang ditetapkan, hal 

ini dilihat dari sikap beberapa pegawai yang suka menunda pekerjaan dan tidak bekerja 

sama dengan rekan sejawat dalam melaksanakan pekerjaan di bidangnya.  

4. Adil 

Sikap adil ini berkaitan dengan tindakan artinya bahwa dalam pelaksanaan 

pekerjaan setiap aparatur harus adil antara sesama aparatur dan juga adil dalam 

melaksanakan pelayanan administrasi. Setiap aparatur memperlakukan orang dengan 

sama, bertoleransi dan menerima perbedaan sertaberpikiran terbuka. Prinsip-prinsip 

etika yang diukur dengan sikap adil ini merujuk kepada tindakan dan perbuatan setiap 

aparatur. Sikap adil dalam bekerja adalah melaksanakan pekerjaan sendiri secara adil 

dan tidak membebani orang lain, selain itu melaksanakan pelayanan masyarakat secara 

adil dengan mengikuti aturan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Muna Barat. 

5. Perhatian 

Nilai perhatian atau empati dilaksanakan oleh setiap aparatur dalam pelayanan 

dengan memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang, memberikan 

kebaikan dalam pelayanan. Banyak warga yang dilayani dalam pengurusan dokumen 

dan surat-surat seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan surat lainnya. Perhatian diberikan 

kepada warga secara merata dan tidak beda-bedakan. Hasil penelitian diperoleh bahwa 

ada warga yang diberi perhatian lebih dari orang lain yakni kerabatan dan keluarga yang 

memicu terhambatnya pelaksanaan pelayanan kepada warga lain. 

6. Hormat 

Sikap hormat yaitu pegawai secaraetis memberikan penghormatan terhadap 

masyarakat pengguna jasa layanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Muna Barat. Setiap pegawai harus saling menghormati satu dengan lainnya 

Sikap ini akan mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan dan penuh kesopanan. 

7. Kewarganegaraan 

Kewarganegaraan sebagai bagian dari prinsip-prinsip etika yaitu aparatu 

rmempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong 

pembuatan keputusan yang demokratis. Kondisi aparatur di dalam kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat selalu menunjukkan sikap 

menghormati dan menghargai serta mendorong pembuatan keputusan yang demokratis. 
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Sebagai hal penting yang sering dilakukan dalam rapat dengar pendapat. Setiap aparatur 

diberi kesempatan untuk berbicara mengeluarkan pendapatnya. 

8. Keunggulan 

Keunggulan yaitu pegawai secara etis memperhatikan kualitas pekerjaannya. 

Aparatur yang ada di dalam kantor ini memiliki kualitas kerja yang berbeda-beda, 

terkadang hasil kerja yang diharapkan tidak tepat waktu karena adanya upaya untuk 

memperoleh hasil kerja yang diinginkan. Keuntungan yang diperoleh dalam prinsip-

prinsip etika adalah merecanakan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh staf sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan terarah serta tidak ditunda-tunda akibat 

beban kerja yang banyak. Pekerjaan inovasi pelayanan memang muda tetapi untuk 

menyurun kerangka kerja secara inovasi bukan hal yang muda karena membutuhkan 

data dan fakta guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas 

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban dari aparatur atas pekerjaan yang 

dikerjakan di bidang kerja masing-masing. Setiap pimpinan bidang akan melaksanakan 

pertanggungjawaban pekerjaan yang dikerjakan oleh aparatur bawahannya. Nilai 

pertanggungjawaban terlihat dari inovasi pelayanan pada bidang kerja untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Aparatur memiliki tingkat stress dan jenuh dalam 

bekerja dan harus dikendalikan dengan membangun inovasi pelayanan guna 

mendukung pelaksanaan pekerjaan di bidang kerja masing-masing. 

10. Menjaga Kepercayaan Publik  

Menjaga kepercayaan publik yaitu aparatur mempunyai kewajiban khusus untuk 

mempelopori dengan cara mencontohkan untuk menjaga dan meningkatkan integritas 

dan reputasi prosses legislative. Kepercayaan publik akan timbul ketika publik puas dan 

menemukan harapkan mereka. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat selalu memuaskn publik 

dengan menyediakan blanko KTP dan kartu keluarga. Jika kebutuhan dan keinginan 

publik tidak terpenuhi, maka publik tidak percaya terhadap pelayanan yang dilakukan 

oleh kantor Dinas pendudukan dan catatan sipil Kabpaten Muna Barat. 

B. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik pemerintah dalam hal ini kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Muna Barat, saat ini dirasakan semakin perlu untuk dibenahi dan 

ditingkatkan, terlebih dalam era seperti ini. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk 



129 

 

 

menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat.Pelayanan admiistrasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif, 

sederhana, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, responsif dan adaptif. 

1. Efektif 

Masyarakat membutuhkan inovasi pelayanan tetapi sebagian pegawai masih 

menggunakan cara yang konvensional mengikuti kebiasan kerja yang dilakukan selama 

ini di kantor Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk melayani 

masyarakat. 

2. Sederhana 

Sederhana dalam penelitian di definisikan untuk menerangkan pelayanan yang 

diberikan secara mudah sesuai permintaan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh 

pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Muna Barat kepada warga masyarakat sangat sederhana. Sebagaimana wawancara 

bersama Adrianus (Staf bagian Pencatatan Sipil) mengatakan bahwa : 

3. Kejelasan dan kepastian 

Pelayanan dapat terhambat jika aparatur yang bersangkutan berhalangan tidak 

masuk dan diganti oleh aparatur lainnya tetapi skill atau keterampilan melayani kurang 

baik, maka  masyarakat akan terhambat untuk memperoleh kejelasan dan kepastian 

dalam pelayanan.  

4. Keterbukaan 

Keterbukaan berada pada pihak yang melayani, dan ada keterbukaan pada pihak 

yang dilayani juga, artinya bahwa sikap keterbukaan akan mendukung kelancaran 

pekerjaan di kantor dan proses kerja diketahui oleh semua orang tanpa ada unsur bayar 

membayar atau tekanan psikologi dari pihak atasan atau pihak lain yang merasa penting 

untuk dilayani. Dengan demikian keterbukaan menjadi kunci penting di antara aspek-

aspek lainnya yang diteliti. 

5. Responsif 

Responsif dalam penelitian yaitu kemampuan aparatur untuk menanggapi 

permintaan masyarakat dalam pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Muna Barat. Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan publik 

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat memiliki 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda sehingga para aparatur diharapkan dapat 

memiliki daya tanggap yang baik terhadap mereka. 
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6. Adaptif  

Adaptif dalam penelitian didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam 

menyesuaikan diri dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Ada pegawai yang tidak bisa 

beradaptasi dalam bekerja dan suka bekerja sendiri. Penyesuaian diri setiap aparatur 

dan menunjukkan bahwa aparatur yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Muna Barat harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kantor dan 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Muna Barat.  

 

KESIMPULAN 

Prinsip-prinsip etika yang terdiri dari jujur, integritas, memegang janji, setia, adil, 

perhatian, hormat, kewarganegaraan kaum profesional, keunggulan, akuntabilitas dan 

menjaga kepercayaan publik merupakan nilai yang dicerminkan dalam pelaksanaan 

pelayanan administrasi publik oleh para aparatur yang ada pada kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat dengan berperilaku baik sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar sampai selesai. Prinsip-prinsip etika 

menunjukkan sikap perilaku pegawai aparatur dalam bekerja dan melalui nilai ini seorang 

aparatur dapat mengetahui kualitas sumber daya diri sendiri dari penilaian atasan dan rekan 

sekerja dalam pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif, 

sederhana, jelas dan pasti, terbuka, repsonsif dan adatif. 

Peningkatan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik, sebaikanya semua aparatur 

di dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat  meningkatkan  

nilai-nilai jujur, integritas, memegang janji, setia, adil, perhatian, hormat, kewarganegaraan 

kaum profesional, keunggulan, akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik yang pada 

gilirannya pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaiknya aparatur yang ada 

pada setiap bidang kerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Muna Barat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang nantinya 

mereka akan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas agar pekerjaan dapat 

diselesaikan lebih efektif pada masa mendatang. Pelaksanaan peningkatan pelayanan pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat sebaiknya diawasi dan 

dievaluasi dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip etika secara berkala kepada 

para aparatur agar dapat meningkatkan kualitas diri dengan pengetahuan, keterampilan dan 
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pengalaman yang lebih baik yang pada gilirannya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik 

pada masa mendatang. 
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